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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

      Desa merupakan wujud sosial yang masih memiliki tradisi dan mempunyai 

kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang 

menjadi pemerintahan yang demokratis dan di pimpin oleh kepala desa. Dalam 

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatakan 

bahwa : 

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia” 

      Negara Indonesia merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan desa. 

Dengan adanya demokrasi pemerintahan desa yang berwenang mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam 

masyarakat membuktikan bahwa keberadaan desa maupun tatanan desa juga dapat 

mempengaruhi berkembangnya sebuah negara. Dalam tatanan pemerintah daerah, salah 

satu sub sistem yang masih perlu dikembangkan lagi adalah wilayah pedesaan. Peranan 

desa memiliki arti dan pengaruh yang penting juga terhadap pembangunan dan 

pertumbuhan.  

Pemerintah desa sebagai organisasi yang dibuat untuk kepentingan masyarakat desa 

senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan 

masyarakat. Pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah desa juga dapat 

mempengaruhi bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pelayanan terhadap kebutuhan 

masyarakat dan publik hendaknya melibatkan masyarakat itu sendiri karena masyarakatlah 

yang memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan. Tugas utama pemerintah desa adalah 
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bagaimana menciptakan kehidupan yang demokratis di desa dan memberikan pelayanan 

yang baik supaya masyarakatnya sejahtera.  Pemerintah desa sebagai penyelenggara segala 

kegiatan di desa harus benar-benar memahami mengenai hak dan kewajiban untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.  

Menjalankan pemerintahan desa terdapat 2 elemen yang sangat mempengaruhi jalannya 

pemerintahan yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah 

desa disebut sebagai eksekutif desa sedangkan BPD mitra pemerintah desa yang biasanya 

dianggap sebagai legislatif desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sebagai 

wadah atau lembaga perwakilan masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi masyarakat 

tentang apa yang dibutuhkan oleh desa.  Oleh karena itu musyawarah penetapan anggota 

BPD ini tidak kalah penting untuk diperhatikan karena menyangkut keberlangsungan 

kesejahteraan masyarakat desa.  

      Berakhirnya masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Masam Bulau 

pada tahun 2019 kemudian dibentuk pantia Pemilihan BPD Masam Bulau Kabupaten 

Lahat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 140/05 KEP.MB/TS-

PUMI/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Masam Bulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Tahun 2019 di tetapkan pada tanggal 6 

Maret 2019, dimana masa jabatan BPD akan berakhir pada Bulau Juni 2019. 

Anggota BPD yang telah ditetapkan akan dilantik dengan keputusan Bupati setempat. 

Sebelum anggota tersebut dilantik akan dilakukan sumpah jabatan yang akan dilaksanakan 

oleh anggota BPD yang baru terpilih dihadapan masyarakat desa yang akan dipandu oleh 

bupati atau walikota. Ketua BPD akan dipilih dari anggota BPD itu sendiri yang 

diselengarakan pemilihan kembali secara khusus dan secara langsung dalam rapat agenda 

BPD.   
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      Pemilihan/penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tercantum 

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa pada pasal  10 menyatakan bahwa penetapan anggota BPD sebagai 

berikut:  

a. Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah mufakat 

b. Untuk menetapkan anggota BPD sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa 

membentuk panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa beranggotakan 

paling sedikit berjumlah Anggota BPD yang akan dipilih dan terdiri dari 1(satu) orang 

ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan lainnya 

merupakan anggota, terdiri dari keterwakilan wilayah, pemangku adat, golongan 

profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.  

c. Panitia pemilihan/penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki 

tugas: 

1) Mengumumkan pendaftaran bakal calon Anggota BPD; 

2) Menerima pendaftaran bakal calon Anggota BPD; 

3) Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD; 

4) Mengumumkan nama-nama calon Anggota BPD yang memenuhi persyaratan; 

5) Menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah; 

6) Membuat berita acara musyawarah penetapan.  

d. Peserta musyawarah pemilihan/penetapan Anggota BPD terdiri dari keterwakilan 

wilayah, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka 

masyarakat lainnya serta warga desa yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai 

calon anggota.  

e. Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah peserta musyawarah.  

f. Hasil musyawarah penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

huruf f disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala 

Desa tentang penetapan Anggota BPD.   

 

      Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa pada pasal  10  Pada ayat 1 menjelaskan  bahwa penetapan anggota 

BPD menggunakan cara musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan usaha bersama 

dengan sikap yang rendah hati untuk mencari jalan keluar dalam megambil keputusan. 

Musyawarah ini juga bertujuan untuk mencapai mufakat (persetujuan bersama) serta 

melihat masalah dari berbagai sudut pandang hingga keputu yang diperoleh sesuai dengan 

pemikiran aggota musyawarah. Musyawarah mufakat ini adalah usaha untuk 

menyelesaikan suatu masalah dengan melihat dari berbagai sudut hingga menghasilkan 

suatu keputusan yang paling baik dan sesuai dengan standar anggota musyawarah.  
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Musyawarah pemilihan/penetapan anggota BPD di desa Masam Bulau ini terdapat 

beberapa perbedaan dengan di Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2006 

Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu:  

1. Pada pasal 10 ayat 1 dinyatakan bahwa penetapan anggota BPD di lakukan dengan cara 

musyawarah mufakat sedangkan musyawarah penetapan anggota BPD di Desa Masam 

Bulau  dilakukan dengan pemilihan langsung (pencoblosan) untuk memilih anggota 

BPD. Seluruh warga Desa Masam Bulau dikumpulkan di tempat penyelenggaraan 

pemilihan BPD dan mencoblos nama calon anggota BPD yang sudah disiapkan oleh 

panitia. Calon anggota BPD yang mendaftar ke panitia pemilihan/penetapan anggota 

BPD pun tidak banyak hanya ada 6 orang dan yang akan menjadi anggota BPD ada 5 

orang.  

Tabel 1. Daftar Calon Anggota BPD Desa Masam Bulau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku Agenda Panitia Pemilihan/penetapan BPD Desa Masam Bulau  

2. Kehadiran masyarakat dalam pemilihan/penetapan anggota BPD ini menurut catatan 

dari panitia dan dokumentasi dari kepala desa hanya sedikit yang terdiri dari pemangku 

adat, tokoh masyarakat, kepala dusun serta beberapa warga Desa Masam Bulau.  

      Pemilihan BPD yang berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah     

Kabupaten Lahat no 26 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat 

diperlukan mengingat BPD merupakan mitra kerja pejabat desa dimana aspirasi 

No Nama Calon Anggota BPD  

1. Deni Alik Mahendra 

2. Dodi Apriansah 

3. Robi Sugara 

4. Novi susanti 

5. Agustriani  

6. Dina Mariyana 
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masyarakat tersalurkan ke pemerintah desa melalui BPD. Jalannya pemerintahan desa pun 

di awasi oleh BPD, oleh sebab itu BPD yang diangkat ini harus benar-benar yang mampu 

menjalankan tanggung jawabnya selama masa jabatannya. BPD ini merupakan lembaga 

yang penting di Desa dan memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya pemerintah 

desa. BPD harus dipilih dengan baik agar yang menjabat nantinya pun merupakan wakil 

yang dapat mewakili masyarakat desa. Karena itu anggota BPD yang telah dipilih dituntut 

untuk berperan aktif dan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam segala urusan desa.  

      Implementasi kebijakan yang baik merupakan implementasi yang berlandaskan dengan 

undang-undang yang berlaku  dan dilaksanakan dengan strategi dan upaya yang tepat. 

Implementasi merupakan tahap yang penting dan sangat menentukan pada tahapan 

kebijakan publik, dan dalam setiap implementasi masih sering kali terjadi kendala maupun 

kejanggalan. Dengan adanya kesenjangan yang terjadi dalam pemilihan/ penetapan 

anggota BPD ini Maka untuk itu perlu adanya kajian mengenai implementasi kebijakan 

pemilihan/penetapan anggota BPD di Desa Masam Bulau Kabupaten Lahat.  

 

B. Rumusan Masalah  

      Rumusan masalah dimaksudkan untuk menghindari pencarian data yang tidak relevan 

sehingga pembahasan tidak terlalu luas. Dari permasalahan yang terjadi di Desa Masam 

Bulau yang telah diuraikan dilatar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut :  

Faktor apa saja yang mempengaruhikinerja Implementasi musyawarahPemilihan/ 

Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Masam Bulau 

Kabupaten Lahat?  
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C. Tujuan Penelitian  

      Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan 

pemilihan/penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Masam Bulau 

Kabupaten Lahat.  

D. Manfaat Penelitian  

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk beberapa pihak, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis  

      Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan panitia tentang faktor apa saja 

yang dapat mempengaruhi dalam implementasi pemilihan anggota BPD di Desa Masam 

Bulau serta  memilih wakil masyarakat ditingkat desa dan sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lahat No 26 Tahun 2006.  

2. Secara Praktis  

      Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai penyelenggara  

pemilihan BPD di Desa Masam Bulau yang baik dan benar serta kajian bagi para panitia 

pelaksanaan pemilihan/penetapan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Desa 

Masam Bulau Kabupaten Lahat untuk meningkatkan lagi efektifitas kerja pemerintah desa 

agar terutama panitia yang telah di pilih untuk menjadi panitia pemilihan BPD dapat 

menjalankan tugas seseuai dengan SOP.  
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